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oleh seorang wakil yang disebut anak beru. seorang biyak senima, serta
kalimbubu. Jabatan lain yaang mendampingi penghulu Karo adalah anak
berumantri, dan petua kuta, yaitu orang-orang yang tertua yang menurut
penduduk kampung mengetahui adat. Mereka ini adalah orang-orang yang
tetap diikutsertakan dalam setiap perundingan penting di kampung, termasuk
acara dengar pendapat mereka.

Berbeda dengan daerah-daerah kuta karo, maka di daerah kampung-
kampung Melayu yang letaknya agak ke hilir sungai, seorang penghulu
dapat memerintah agak otokratis, karena tidak didampingi oleh sejumlah
jabatan seperti penghulu karo.

Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Sumatera Timur,
fungsi penghulu sangat penting. la merupakan orang yang paling dekat
dengan rakyat. Kepadanya, rakyat dapat mengadu semua perkara yang
dihadapi, dan kepadanya pula segala pertimbangan yang bijaksana
diharapkan; sesuai dengan ungkapan Melayu, "penghulu adalah kayu besar
di tengah padang, tempat berteduh di hari hujan, tempat bernaung di hari
panas, uratnya boleh tempat duduk, batangnya boleh tempat bersandar”.

Begitulah sistem pemerintahan tradisional kasultanan Melayu di
Medan. Sistem pemerintahan tidak hanya dukung oleh suku Melayu, tetapi
juga sebagian kecil suku Batak Karo. Dalam kaitannya dengan otonomi
daerah, apakah sistem pemerintah tradisional tersebut masih mungkin
diberlakukan?

Seperti yang diuraikan di muka. kota Medan sekarang dihuni oleh
berbagai suku bangsa. Suku bangsa Melayu sebagai penduduk asli daerah
ini jumlahnya semakin sedikit. Mereka banyak pindah ke pinggiran ataupun
luar kota. Umumnya mereka bekerja sebagai petani ataupun nelayan.
Berbeda dengan suku-suku pendatang yang kebanyakan bekerja di
pemerintahan, baik sebagai PNS, TNI, dan POLRI. Para pendatang ini
secara ekonomi dan politik lebih kuat dan berkuasa d kota Medan. Dengan
demikian, apabila pemirikan untuk menerapkan pelaksanaan sistem
pemerintahan tradisional dalam pelaksanaan otonomi daerah. adalah hal
yang tidak mungkin lagi dilakukan. Hal in1 sesuai dengan pendapat informan
berikut ini
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"Dulu sistemn pemerintah Kesultanan Melayu efektif dilakukan karena
Mayoritas penduduk orang Melayu. Mereka dapat menerima dan
sangat menghormati Sultan sebagai pemimpinnya. tetapi sekarang
kan, situasinya sudah berbeda, Sultan tidak berkuasa lagi. Bahkan
sekarang mereka yang dukuk di pemerintahan adalah para pendatang.
Jadi kalau sistem pemerintahan Melayu diterapkan lagi, hal itu sudah
tidak mungkin", tandasnya.

Sekarang ini penduduk kota Medan pemikirannya sangat rasional.
Sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak setuju dengan otonomi
daerah. Banyak kekhawatiran yang mereka sampaikan, terutama dari segi
kesempatan berusaha dan berkarir di daerah lain. Hal tersebut sesuai dengan
apa yang diungkapkan informan berikut ini :

"Pengalihan kekuasaan ke daerah akan menimbulkan implikasi yang
luas. Jika Masalah ini tidak diletakkan dalam kerangka kedaerahan,
maka otonomi daerah bisa memicu semangat yang tidak perlu,
Misalnya, kasus-kasus pengusiran pendatang, penolakan arus
"migrasi” penduduk dari luar, serta tuntutan agar seluruh jajaran
pemerintahan daerah harus diisi dengan"putera asli".Kalau demikian
halnya, maka sangat berbahaya, bukan hanya kepada kita generasi
sekarang ini, tetapi juga generasi anak kita untuk masa yang akan
datang"”, ungkapnya.
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BAB V
OTONOMI DAERAH DAN HAMBATAN
KEBUDAYAAN

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah terdapat beberapa
kendala budaya yang menghambat terwujudnya seperti yang tertuang pada
UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Kenyataan demikian
tidak bisa kita pungkiri sebab setiap daerah di Indonesia selalu mempunyai
kekhasan masing-masing. Semakin beragamanya kebudayaan daerah
tentunya akan mempengaruhi pula tingkat keberhasilan. Program otonomi
daerah. Ada unsur budaya yang sesuai dengan program otonomi daerah
sehingga mampu mendorong besar keberhasilan. Namun, ada pula budaya
yang menghambat bagi perkembangan otonomi daerah sehingga bila tidak
hati-hati akan terperosok masalah yang selama ini sangat kita takuti yaitu
KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).

Berbagai hambatan budaya ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang
dianut masing-masing suku bangsa tersebut. Banyak norma-norma yang
baik pada tingkat suku bangsa namun belum tentu baik pada tingkat re-
gional atau nasional. Oleh karena itu, berbagai norma-norma tersebut
harus disesuaikan atau kalau memang kurang tepat harus tidak dipakai.
Begitu pula banyak nilai-nilai yang harus disesuaikan kembali
pemahamannya agar sesuai dengan perkembangan jaman sebab
bagaimanapun juga perkembangan teknologi telah menuntut kita sebagai
manusia untuk turut terus aktif beradaptasi sehingga akan sesuai dengan
perkembangan lingkungannya. Untuk memahami hambatan budaya,
Sumatera Utara akan dipaparkan nilai-nilai yang kurang mendukung
otonomi daerah tersebut.

A. NILAI BUDAYA
1. Hagabeon, Namoraon dan Hasangapon
Ikatan kekerabatan yang ada di suku bangsa Batak dapat dikatakan

sangat baik. Namun demikian. ikatan kekerabatan ini bila tidak hati-hati
dalam menterjemahkannya akan menjadi bumerang dalam menghadapi
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kerabat orang Batak. Mereka banyak mengangkat saudara-saudara atau
menarik kerabatnya untuk masuk dalam instansi tersebut. Kenyataanya
demikian sebenarnya tidak ada masalah bila kerabat yang dimasukkan itu
memenuhi standard pendidikan serta profesional dalam pekerjaannya.

Adapun jiwa seperti juga sangat terkait dengan nilai-nilai yang
dianut suku bangsa Batak itu yang menganut Hagabeon, namoraon dan
hasangapon (banyak keturunan, kaya dan mulia). Orang Batak akan
berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak keturunan agar mmereka
dapat menjadi besar dan kuat. Sistem kerabat yang mengatur adanya hak
kewajiban di Batak yang terkenal dengan dalihan na tolu telah
menyebabkan mereka benar-benar terikat dalam suatu sistem yang kuat.

Bagi orang Batak kesuksesan di suatu tempat merupakan suatu
kemuliaan. Ia akan terpandang dilingkungan kerabatnya. Oleh karena itu,
mereka sukses akan dipakai sebagai tempat untuk berlindung dan sebagai
awal berpijak bagi pendatang baru. Dan bagi merka yang lebih dulu datang
dan menjadi tempat tujuan sudah selayaknya memberi bantuan dan perhatian
pada saudara dan kerabatnya tersebut.

Adanya kenyataan demikian bila tidak dijalankan secara bijaksana
akan menyebabkan adanya suatu bentuk nepotisme yang menjalar di arena-
arena pekerjaan. Kenyataan demikian karena dalam diri orang Batak
menolong saudaya agar mampu mencapai kemuliaan merupakan suatu
kewajiban. Maksudnya adalah agar supaya saudaranya tersebut mampu
mencapai kemuliaan seperti dirinya. Dengan mampu mencapai kemuliaan
ini, maka secara materi diharapkan juga akan cepat terwujud namoraon
(kaya). Pandangan hidup orang Batak yang menganut namoraon ini telah
menyebabkan mereka menjadi pekerja keras dan ulet, agar dapat tercapai
maksudnya tersebut.

Dalam rangka otonomi daerah pandangan untuk menolong kerabat
menuju hasangapon (kemuliaan) akan menjadi penghambat pembangunan
tatkala seseorang menolong saudaranya secara membabi buta. Dalam arti,
mereka tidak memperhatikan kepandaian dan keterampilan saudaranya
tersebut. Kenyataan demikian akan menyebabkan ancaman baru dalam
perkembangan daerah. Slogan bahwa otonomi daerah hanya memindahkan
KKN pusat ke daerah tampaknya akan terjadi.
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2. Baris-baris ni gaja, Di rura Pangaloan. Molo Marsuru raja.
Dae ma so oloan. (Baris-barisnya gajah, lembah Pangaloan.
Kalau raja memerintah pantang dilawan).

Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini adalah biasanya diucapkan
oleh kepala desa atau kepala kampung kepada orang banyak atau masyarakat
agar menuruti segala perintah raja. Nilai ini sebenarnya sangat positif
dalam menggerakkan roda pembangunan. Akan tetapi bila tidak hati-hati
seorang pimpinan akan takabur sehingga ia menjadi seorang yang diktator.

Pengertian simbolik baris-baris ni gaja adalah suatu sifat dari gajah
yang kalau berjalan selalu berbaris beriringan. Gajah ini karena tubuhnya
besar, maka ia akan menimbulkan tapak kaki yang besar dan mengerikan.
Orang yaang melihat saja sudah merasa takut. Oleh karena itu karena
takutnya pada tapak tersebut, maka orang-orang pada menyembahnya.
Dari pengertian ini jelaslah bahwa di dalam nilai daerah Sumatera Utara
khususnya Batak Toba seorang pimpinan harus mendapatkan tempat yang
sangat terhormat dan segala perintahnya harus dituruti.

Di masa kini nilai ini sebenarnya sudah kurang begitu tepat sebab
lebih menekankan perintah dari atas dan otoriter. Padahal untuk masa
sekarang sebaiknya adalah usulan dari bawah sebab yang mengetahui segala
permasalahan yang ada di sekitar masyarakat adalah rakyat itu sendiri.
Oleh karena itu, dalam otonomi daerah, pimpinan yang harus dituruti ini
sebenarnya akan menjaid tidak baik karena bisa memaksakan kehendak
" untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Untuk itu dalam rangka otonomi daerah sebenarnya yang dibutuhkan
adalah pimpinan yang mau menerima kritik. Pimpinan yang baik adalah
mereka yang mampu menerima segala kritik dan masukan demi kepentingan
rakyatnya. Seorang pimpinan yang merasa harus ditakuti rakyatnya untuk
masa sekarang tampaknya tidak akan cocok karena akan menghambat
pembangunan daerah itu sendiri.

3. Patik dohot uhum

Nilai ini merupakan nilai positif karena orang Batak selalu
menjunjung tinggi aturan atau hukum. Nilai ini selalu disosialisasikan untuk
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menegakkan kebenaran melalui peraturan dan hukum. dalam
perkembangannya banyak orang-orang yang hanya bermain-main dengan
kaidah-kaidah hukum itu sendiri tanpa memperhatikan nurani
kebenarannya. Kadang-kadang demi uang asal semua ada bukti, maka
mereka akan berusaha memenangkan perkara. Padahal secara nurani
kebenaran itu sebenarnya tidak terjadi.

Dalam rangka otonomi daerah pemahaman hukum yang hanya
berlandaskan bukti, tetapi melepaskan aspek nurani kebenaran akan menjadi
kebenaran yang semu. Di sini banyak masyarakat yang merasa tertipu.
Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran hukum menjadi
tidak ada. Hal ini akan mengakibatkan ketakpedulian masyarakat pada
lembaga hukum itu sendiri.

Akibat dari lemahnya hukum maka daerah tersebut akan sangat
rawan terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada
gilirannya akan mengakibatkan kebangkrutan daerah tersebut.

4. Bagi si njarumi baju, icaingi muat jilena (Seperti menjahit baju,
lebih dulu dipotong agar cantik).

Nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tersebut adalah dalam
perencanaan suatu pembangunan. Dalam hal ini, pembentukan otonomi
dareah tidak lepas dari segala pemikiran orang banyak. Masing-masing
memikirkan cara terbaik menurut pikiran mereka. Sumatera Utara yang
merupakan daerah dengan multietniknya tentunya mempunyai banyak
kebudayaan suku bangsa. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang dibuat
kalau tidak hati-hati akan menimbulkan perpecahan.

Keberagaman suku bangsa di satu sisi merupakan suatu karunia,
namun di sisi lain merupakan ancaman bagi persatuan. Arti simbolik kain
yang hendaak dibuat pakaian. tetapi sudah dipotong-potong melambangkan
kesulitan dan kerumitan. Oleh karena itu, harus njarumi (menjahit) agar
potongan-potongan kain dapat dipersatukan kembali.

Masyarakat Sumatera Utara yang merupakan masyarakat multietnik
tampaknya akan terjadi perpecahan bila masing-masing tidak menyadari
akan kepentingan bersama. Bila hal itu terjadi maka otonomi daerah justru



57

akan menjadi terhambat oleh perebutan kekuasaan dan kekayaan antar
pejabat pada masing-masing golongan. Akibatnya hanya kehancuran daerah
tersebut yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan suatu kesadaran akan
kepentingan bersama agar pembangunan di Sumatera Utara dapat tumbuh
dengan baik. Di samping itu pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan
harus benar-benar mempunyaai pendirian dan tidak terombang-ambing
karena keuntungan diri sendiri. Mereka harus orang-orang yang
berkreatifitas tinggi. sehingga kemakmuran daaerah cepat tercapai.

Dengan demikian di dalam proses pembangunan otonomi daerah
pejabat harus mampu untuk mengendalikan dan memotivasi masyarakat
luas tanpa pamrih. Namun apabila bagi baling-baling, ija nari angin
rembus kuje ala kena. (Seperti baling-baling dari mana angin bertiup
kesitu hadapannya) yang berarti sifat seseorang yang hanya mencari
keuntungan untuk dirinya sendiri. Apabila hal ini terjadi, maka
pemerintahan otonomi daerah Sumatera Utara tidak akan berjalan dengan
baik.

B. EKONOMI RAKYAT

Ekonomi rakyat di masyarakat Medan sebenarnya dikuasai orang
Cina, Batak, dan Minang. Namun demikian orang Cina betul-betul
mendominasi perekonomian kota tersebut. Berbagai industri dikuasai oleh
orang Cina sehingga keberadaanya betul-betul sangat dominan. Budaya
Cina dapat berkembang tanpa mengalami hambatan di kota Medan. Bahasa
pergaulan yang digunakanpun adalah bahasa Cina. Sosialisasi terhadap
anak-anaknya lebih pekat memakai budaya Cina. Oleh karena itu, orang
Cina di kota Medan merasa dirinya sangat eklusive dan tidak mau berbaur
dengan budaya setempat. Hal ini kadang-kadang menimbulkan rasa sakit
hati pada orang pribumi. Kenyataan demikian sebenarnya merupakan bom
waktu yang setiap saat dapat menimbulkan kerusuhan. Keekslusivan or-
ang Cina di Medan betul-betul telah membuat masyarakat probumi sering
merasa tidak senang sehingga kalau tidak segera diperbaiki dapat sebagai
pemicu adanya kerusuhan sosial di Medan. Bila hal ini terjadi maka
akan sangat menghambat otonomi daerah yang sekarang ini terus
dipersiapkan.
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Dari sisi pedagang pribumi, tampaknya otonomi daerah belum betul-
betul mereka pikirkan. Mereka tak berpikir perubahan apapun yang ada
di daerah yang penting mereka tetap bisa berdagang dengan lancar.
Pedagang yang berasal dari luar Sumatera Utara tampaknya juga tidak
merasakan adanya perubahan dalam otonomi daerah. Mereka merasa or-
ang Indonesia yang bisa berdagang di wilayah itu. Keadaan demikian
menjadikan tidak ada pengaruh yang cukup berarti terhadap otonomi daerah.

Bagi aparat Pemda tampaknya otonomi daerah akan menjadikan
beban daerah seperti di daerah Sumatera Utara menjadi semakin berat.
Para pengelola pemerintahan daerah ini sangat paham betul terhadap
kemungkinan adanya kesulitan sumber daya alam yang mampu dijual seperti
daerah Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya. Adanya keprihatinan di
bidang ekonomi ini telah menyebabkan mereka merasa kena imbas
keinginan propinsi-propinsi kaya untuk bisa mandiri .Aparat dihinggapi
rasa was-was terhadap bagaimana mengakomodasikan dana daaerah,
terutama yang mempunyai tugas sebagai perencanaan daerah.

Keresahan di bidang sosialpun banyak bermunculan terutama bagi
masyarakat pribumi yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)
umumnya terdiri dari suku Batak. Minang, Jawa, Melayu dan lain-lain.
Adanya otonomi daeah telah menyebabkan perasaan ketidakpastian dalam
kehidupan mereka. Adanya pengurangan pegawai dan pengurangan jabatan
telah sangat menimbulkan keresahan. Di samping itu, mereka juga merasa
khawatir dengan kekayaan daerahnya yang tidak ada sumber tambang
seperti di Riau, Kalimantan Timur dan lain. Tiadanya sumber tambang
tersebut, menurut mereka menyebabkan Sumatera Utara harus bekerja
keras untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah. Kesadaran terhadap
kekayaan daerah ini telah menyebabkan mereka cukup was-was terhadap
penggajian pegawai di masa yang akan datang.

Kendala lain adalah dengan adanya otonomi daerah tampaknya telah
menimbulkan pertanyaan pada pegawai yang bukan berasal dari daerah
tersebut bagaimana akan kelanjutan kariernya. Hal ini sebenarnya dirasakan
oleh setiap pegawai di berbagai tempat di Indonesia. Walaupun dalam hal
ini sebenarnya Sumatera Utara keadaanya masih lebih kondusif dibanding
dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki suku bangsa yang relatif
homogen.
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Adanya kekhawatiran pada diri pegawai ini telah banyak memacu
para pegawai negeri untuk berwiraswasta. Dengan demikian, terjadi
permasalahan baru di instansi negeri yaitu banyaknya pegawai negari yang
tidak masuk kantor karena mereka banyak mencari obyek di luar kantor.
Seorang informan mengatakan bahwa untuk menyelamatkan keluarga ia
harus berani untuk bisnis di luar kantor. Sebab kalau terjadi apa-apa terhadap
dirinya, maka keluarganya tidak akan terlalu menderita.

Berbagai permasalahan yang menyelimuti pegawai ini telah
menyebabkan kemerosotan dalam pelayanan di masyarakat. Kantor tidak
kondusif lagi untuk bekerja. Bila hal ini berlarut-larut tampaknya akan
mempengaruhi proses pengembangan otonomi daerah. Adanya pola pikir
bahwa menjadi pegawai negeri adalah pekerjaan yang aman, menyebabkan
banyak pegawai yang kaget dan tidak siap untuk menghadapi perubahan
perkembangan daerahnya. Oleh karena itu. penjelasan secara transparan
sangat diperlukan agar rasa aman dan nyaman dalam bekerja dapat cepat
kembali. Ketidakpastian pada diri pegawai selama ini harus segera diakhiri
sehingga suasana kerja yang kondusif segera terwujud dan pada giliranya
akan mendorong perkembangan otonomi daerah.

C.  SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL

Sistem pemerintahan tradisional di Medan sebenarnya sekarang ini
sudah tidak terlihat lagi. Kenyataan tersebut dikarenakan Medan sebagai
kota dengan penduduk multietnik telah menyebabkan Pemerintahan
Tradisional ini relatif lebih sulit dikembangkan. Oleh karena itu, Pemerintah
Daerah Medan tampaknya tidak begitu berminat untuk mengembangkan
sistem pemerintah tradisional tersebut. Hal ini akan sangat berbeda dengan
Yogyakarta yang masyarakatnya homogen dan bermatapencaharian dari
sektor pertanian.

Sesuai dengan karakter matapencaharian masyarakaatnya tersebut
di Yogyakarta ada perangkat pemerintahan desa yang mengatur tentang
sistem pengairan sawah yang dinamakan ulu-ulu. Di Aceh dikenal suatu
bentuk pemerintahan tradisional yang dinamakan gapong dan mukim.



60

Di Sumatera Barat ada sistem pemerintahan tradisional yang
dinamakan Nagari.

Seorang informan dari Pemda Sumatera Utara mengatakan bahwa
di Medan tetap harus menggunakan sistem yang sudah berkembang seperti
sekarang ini dalam arti tidak mementingkan satu golongan tertentu.
Keberagaman masyarakatnya mengharuskan adanya sistem yang dapat
dipahami dan disetujui oleh semua pihak. Penggunaan sistem Pemerintahan
Tradisional akan memicu timbulnya rasa ketidaksenangan pada etnis tertentu
yang akhirnya justru akan memicu adanya konflik. Dari pengalaman
informan hubungan antar etnis cenderung lebih terbuka dan tidak ada
masalah. Hal ini mungkin dikarenakan keheterogenan yang tinggi di
masyarakat.

Pemerintah tradisional pada masing-masing etnis di Sumatera Utara
seperti Huta di masyarakat Batak mungkin dapat dikembangkan di tingkat
daerah etnis tersebut. Namun demikian ada kendala dikarenakan huta sudah
tidak berfungi selama pemerinatahan orde baru yang telah memakai
pemerintahan secara nasional. Bila pemerintahan tradisional ini mau
dikembangkan tampaknya harus ada sosialisasi terhadap masyarakat.

Namun demikian, pemerintahan tradisional ini akan menghadapi
kendala bila dikembangkan di daerah dengan tingkat heterogenitas yang
tinggi seperti Medan. Dengan masyarakat dari berbagai suku bangsa
tampaknya pemahaman terhadap pemerintahaan tradisional akan mengalami
hambatan. Hambatan ini secara langsung atau tidak langsung akan
menyebabkan hambatan pula dalam mengembangkan otonomi daerah.
Oleh karena itu, dalam pengaturan pemerintah daerah hendaknya sistem
yang digunakan adalah yang mampu diterima oleh masyarakat luas.
Diterimanya sistem itu oleh masyarakat berarti akan ikut memberikan
andil dalam memperlancar pembangunan otonomi daerah itu sendiri.
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BAB VI
ANALISA

A. KERESAHAN PNS SEJAK DIUNDANGKANNYA
UU NO. 22 DAN 25 TAHUN 1999

Pada masa UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 diundangkan
tampaknya masyarakat luas belum memahami secara konkrit akan arti
kebijakan tersebut. Kenyataan demikian memang cukup beralasan
dikarenakan kehidupan masyarakat luas belum merasa terganggu maupun
ada pengaruh nyata dari diberlakukannya undang-undang tersebut.

Undang-undang ini justru sangat terasa dampaknya pada pegawai
negeri sipil (PNS) sebagai pengelola pemerintahan. Pada sisi aparat
pemerintahan daerah ini justru diundangkannya UU No. 22 dan UU No.
25 Tahun 1999 telah menimbulkan suatu keresahan besar. Hal ini terjadi
dikarenakan adanya penataan kembali struktur pemerintahan sehingga
jumlah pegawai dan jabatan menjadi disesuaikan kembali. Prinsip efisiensi
yang selama ini kurang diperhitungkan menjadi pertimbangan utama.

Kebijakan di atas telah membuat suasana yang kurang kondusif di
aparat pemerintahan, akibatnya pelayanan masyarakat menjadi terganggu.
Banyak pegawai negeri yang enggan masuk kantor karena merasa akan
tersingkir dari jabatan. Begitu pula banyak pula yang menggunakan waktu
tersebut untuk mencari pekerjaan lain sehingga mereka akan siap bila
pada waktunya nanti terbuang dari pegawai negeri.

Keresahan di kalangan pegawai negeri sipil tersebut tidak lepas
dari kekurangannya sosialisasi terhadap mereka mengenai di Undangkan
Undang-Undang otonomi daerah yang diberlakukan. Banyak pegawai
negeri hanya mendapatkan berita sepotong-sepotong dari media massa.
Pengetahuan yang banyak dipahami dikalangan pegawai negeri justru
otonomi daerah akan menyebabkan pengurangan pegawai besar-besaran.
Pemahaman demikian telah mengusik pikiran para pegawai negeri yang
telah lama mempunyai konsep bahwa menjadi pegawai negeri adalah
pekerjaan yang aman.
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Adanya benturan budaya dalam pemahaman pekerjaan sebagai
pegawai pemerintahan telah menyebabkan banyak pegawai yang strees
dan bingung terhadap keputusan yang akan mereka terima. Penerangan
terhadap nasib pegawai yang kurang transparan telah memicu pemikiran-
pemikiran sesuai dengan pemahaman masing-masing. Hal ini
mengakibatkan mereka merasa bagaikan air di daun talas. »

Benturan budaya lain adalah adanya jabatan yang dihapuskan.
Kenyataan demikian telah menyebabkan pegawai yang tadinya mempunyai
jabatan dan kemudian tidak menjabat mempunyai perasaan malu terhadap
anak buahnya. Orang yang tadinya memerintah dan kemudian menjadi
sederajat merasa belum siap. Hal seperti ini menyebabkan mereka
cenderung untuk tidak masuk kantor. Akibatnya banyak pelayanan
masyarakat terganggu. '

Akibat dari belumm jeelasnya sistem otonomi yang berlaku di
Pemerintah daerah tingkat dua atau Kabupaten menjadikan tugas-tugas
rutin kantor berkaitan dengan hubungannya ke tingkat Propinsi menjadi
agak terganggu. Pada tingkat kabupaten, banyak pejabat yang merasa
sekarang sama sekali tidak tergantung dengan tingkat I atau Propinsi.
Akibatnya bila ada pejabat propinsi yang datang misalnya dalam kaitan
monitoring mereka justru diacuhkan dan tidak di tanggapi hal ini menjadikan
sistem Pemerintahan menjadi tidak berjalan dengan baik.

B. DAMPAK UU NO. 22 DAN 25 TAHUN 1999
BAGI MASYARAKAT

Dampak diundangkannya UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999
bagi masyarakat di Kotamadya Medan tampaknya dapat dikatakan belum
ada. Masyarakat luas belum merasakan akibat yang dirasakan dengan
undang-undang tersebut. Keresahan yang dirasakan oleh pegawai negeri
tampaknya sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat yang mempunyai
pekerjaan di luar sektor pemerintahan. Masyarakat luas hanya mengetahui
bahwa daerah mereka akan diberi otonomi tetapi sama sekali belum
merasakan perubahan yang berarti.

Penataan di sektor pemerintah tampaknya masih terbatas pada
penataan pegawai negeri dan instansi-instansi pemerintah guna lebih efisien.
Namun demikian, aksi dalam pekerjaan tatanan bagi masyarakat belum
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tampak. Mereka justru hanya apatis terhadap perubahan tersebut. Bagi
mereka apapun bentuk perobahan di sekitar pemerintahan tidak ada masalah
asalkan mereka mampu mencari makan dengan baik.

Kenyataan demikian sekaligus menandakan bahwa gema otonomi
yang membuat heboh pegawai negeri sipil belum sedikitpun berpengaruh
bagi masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap otonomipun tampaknya
masih "separo-separo”. Begitu pula dengung tentang putra daerah yang
harus menguasai sektor pemerintahan dan perekonomian seperti terjadi di
daerah-daerah lain, di Kotamadya Medan sama sekali tidak tampak. Hal
ini juga dapat dikarenakan kota Medan yang lebih kondusif dalam menerima
perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu pada saat penelitian ini, sama
sekali belum tampak perubahan yang mendasar terutama pada bidang
perekonomian yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Salah satu yang menjadi pemikiran bagi masyarakat khususnya
masyarakat yang berpendidikan seperti dosen, guru adalah belum jelasnya
mereka tentang pemberlakukan sistem pendidikan sejak otonomi daerah
diberlakukan. Sebab bagaimanapun juga menurut pemikiran mereka akan
sangat penpengaruh terhadap kualitas pendidikan antara kabupaten kaya
dan miskin. Perbedaan kekayaan ini harus segera diantisipasi secara benar
dan hal ini membutuhkan mentalitas-mentalitas pegawai pemerintahan yang
berwawasan nasional. Berbagai kebingungan-kebingungan di masyarakat
tersebut bila tidak segera diberikan penjelasan secara traansparan akan
mengganggu proses otonomi daerah.

C. KONDISI MAYARAKAT MEDAN DAN OTONOMI
DAERAH

Pemahaman budaya masyarakat Medan sebenarnya cukup
mendukung perkembangan otonomi daerah. Budaya Medan yang heterogen
menyebabkan kondusif untuk pembangunan wilayah tersebut. Hal ini
dibuktikan melalui sejarah bahwa Medan sangat jarang terjadi kerusuhan
sosial walaupun penduduknya sangat beragam. Keheterogenan ini juga
tidak menimbulkan adanya benturan-benturan budaya. Mereka lebih
cenderung memandang perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Oleh karena
itu sistem yang diberlakukan di Medan harus berorientasi tidak kedaerahan
sebab masyarakat Medan tidak ada etnis yang dominan.
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Budaya yang berkembang di daerah ini adalah budaya yang sangat
beragam seperti budaya Cina, budaya Batak, dan budaya Melayu yang
semuanya merupakan potensi masyarakat Sumatera Utara umumnya dan
Medan pada khususnya dalam rangka otonomi daerah. Namun demikian,
akibat dari tiadanya budaya dominan di sini menjadikan budaya lokal sulit
dikembangkan seperti pemerintahan tradisional tidak bisa mengacu pada
etnis tertentu. Jalan terbaik untuk perkembangan otonomi daerah di Medan
adalah dengan menggunakan sistem pemerintahan nasional seperti yang
selama ini berlaku.

Begitu pula dalam bidang kerajinan, di Medan hampir tidak ada
cendera mata yang betul-betul mampu diandalkan sebagai kerajinan khas
daerah tersebut, beberapa kerajinan yang sekarang dapat diadakan seperti
ulos, namun inipun jumlahnya kurang memadai. Kerajinan-kerajinaan lain
justru berasal dari daerah lain seperti kerajinan Sumatera Barat, batik
Yogyakarta dan lain-lain.

Acara kesenian di Sumatera Utara seperti Pesta Danau Toba yang
mempertontonkan berbagai kesenian daerah merupakan suatu asset wisata
yang akan mampu mendatangkan devisa. Berbagai acara ini harus
dikembangkan dan kualitasnya harus ditingkatkan. Penyebaran informasi
tentang adanya acara ini juga harus diberikan kepada biro-biro pariwisata
sehingga akan mampu menarik turis domestik maupun mancanegara.

Otonomi daerah yang selama ini digembar-gemborkan, sebenarnya
hanya diteriakkan oleh daerah kaya. Propinsi Sumatera Utara sama sekali
tidak menghendaki hal tersebut. Propinsi Sumatera Utara merasa bahwa
pembangunan selama ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan
Medan tidak mempunyai sumber daya alam yang mendukung, sehingga
untuk mendapatkan pendapatan daerah akan sangat sulit. Namun demikian,
otonomi daerah tidak terus mengubur pembangunan di Sumatera Utara
sebab daerah ini mempunyai potensi Pariwisata yang sangat terkenal
keindahannya, yaitu Danau Toba dengan Pulau Samosirnya yang menawan,
Brastagi dengan hawanya yang sejuk di ketinggingan 1.400 meter dari
permukaan laut, air terjun Sigura-gura yang berasal dari Sungai Asahan
dan lain-lain. Melalui keindahan alam ini Propinsi Sumatera Utara pada
umumnya dan Medan khususnya mulai bersiap menyambut otonomi daerah.
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Adanya daerah kaya dan miskin telah memberikan wawasan pada
penguasa pusat bahwa sebenarnya pembagian kekayaan untuk daerah
kaya dengan daerah kurang mampu mutlak diperlukan. Keadilan dan
pemerataan kepada masyarakat indonesia perlu mendapat perhatian khusus.
Kemakmuran yang hanya ada dibeberapa daerah kaya dengan mengabaikan
daerah lain hanya menimbulkan tambahan penderitaan bagi daerah kurang
mampu.

Medan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara sebenarnya
merupakan daerah yaang sangat siap dalam bidang pendidikan menyambut
otonomi daerah. Keberadaan Perguruan Tinggi Sumatera Utara telah
mempersiapkan tenaga-tenaga potensial yang berintelektual. Namun
demikian keberadaan perguruan tinggi yang belum merata di Sumatera
tampaknya menjadikan Perguruan Tinggi Sumatera Utara masih menjadi
tujuan bagi daerah-daerah sekitar. Oleh karena itu dalam bidang pendidikan,
keberadaan otonomi daerah jangan sampai meminggirkan generasi muda
untuk dapat menuntut pendidikan di daerah.

Di samping itu, pemerataan dalam bidang tenaga pendidikan,
keamanan, politik, luar negeri, peradilan dan lain-lain yang menunjang
pembangunan nasional tampaknya harus tetap diatur oleh pusat. Pendidikan
sebagai kunci pokok dalam pembangunan tampaknya harus mendapatkan
perhatian yang serius. Dengan berkembangnya pendidikan, maka kemajuan
suatu daerah akan sangat terasa. Oleh sebab itu, perkembangan pendidikan
harus terlepas dari pengkotak-kotakan kedaerahan tersebut. Begitu pula
dalam bidang keamanan dan peradilan harus mempunyai kekokohan yang
standard sehingga keamanan dan keberadaan negara Indonesia dapat betul-
betul terjaga. Sebab bagaimanapun sistem yang berlaku di Indonesia bila
keamanan kurang kondusif, maka akan mempengaruhi proses pembangunan
yang direncanakan dan akibatnya akan menjadi suatu kebangkrutan bagi
negara kita.
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BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan proses otonomi
daerah akibat diundangkannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 tampaknya
cukup memberikaan rasa tidak nyaman bagi aparat Pemda. Namun
demikian diundangkannya undang-undangg tersebut justru kurang
berdampak pada masyarakat luas.

Dampak langsung diundangkannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999
adalah pengefisiensian anggaran belanja daerah. Tindakan yang dilakukan
adalah dengan mengurangi pegawai dan jabatan pemerintah. Akibatnya
adalah banyak pegawai yang resah. Berkurangnya jabatan telah
menyebabkan banyak pegawai yang mengalami stress. Kondisi demikian
menyebabkan kurang kondusifnya pelayanan di Pemda setempat.

Keresahan bagi kalangan pegawai negeri merupakan sesuatu yang
sungguh sangat ironig bagi kalangan masyarakat. Selama ini masyarakat
menganggap kedudukan pegawai negeri adalah suatu jenis pekerjaan yang
relatif aman. Di samping itu, lemahnya keterampilan pegawai negeri
menyebabkan suatu goncangan yang berat bagi mereka.

Persaingan dalam perebutan kekuasaan yang disebabkan perbedaan
etnis di aparat Pemda Medan relatif rendah. Hal ini sangat berbeda di
daerah lain yang penduduknya homogen. Bagi pegawai di Medan
permasalahan utamanya adalah jika mereka kehilangan jabatan. Walaupun
demikian sebenarnya dari aparat yang berwenang mengatur kepegawaian
telah diinstruksikan oleh Bupati setempat untuk seminimal mungkin
membuang jabatan seseorang. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan
keresahan.

Kebijakan bupati setempat agar memperkecil kehilangan
Jabatan bagi pegawainya sebenarnya merupakan tindakan yang bijaksana.



68

Permasalahannya adalah kebijakan tersebut tidak disosialisasikan ke pegawai
Pemda sehingga kebijakan yang seharusnya menyejukkan tersebut tidak
dapat sampai ke pegawai Pemda secara menyeluruh.

Dari sisi persiapan tenaga ahli bagi Pemda Medan tampaknya tidak
ada masalah sebab mereka tidak mengkatagorikan etnis. Hal ini merupakan
sesuatu yang sangat menguntungkan sebab gejolak etnis putra daerah dan
pendatang sama sekali tidak terlihat di Medan.

Di sisi lain akibat diundangkannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999
justru belum disadari oleh masyarakat luas. Golongan pedagang merasa
bahwa otonomi daerah tidak memberikan pengaruh apa-apa pada dirinya.
Oleh karena itu diperlukan gerak pemerintah daerah yang cepat sehingga
masyarakat luaspun mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi sehingga
kemajuan daerahpun menjadi sesuai dengan tujuan diberlakukannya
otonomi daerah.
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